
MENTER! KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR /PMK.03/2022 

TENTANG 

PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DAN 

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ ATAU PELAPORAN PAJAK 

YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG 

DAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk mendukung penggunaan produk dalam

negeri dan meningkatkan transparansi serta efisiensi

belanja, pemerintah menyelenggarakan pengadaan

barang dan/ atau jasa pemerintah secara elektronik

melalui sistem informasi pengadaan pemerintah;

b. bahwa untuk mengamankan penerimaan pajak atas

transaksi pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah

secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan

pemerintah, perlu menunjuk pihak lain sebagai pemungut

pajak;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan

kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan

kewajiban perpajakan wajib pajak sebagai penyedia

barang dan / a tau j asa pemerin tah serta pihak lain se bagai

penyelenggara sistem informasi pengadaan pemerintah,

perlu mengatur tata cara pemungutan, penyetoran,
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SALINAN
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2022 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 
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Kekurangan Pajak Penghasilan final atas penghasilan sewa ruangan yang 
diterima, PT D wajib: 
1. menyetor sendiri kekurangan Pajak Penghasilan final yang terutang paling

lambat tanggal 15 Juni 2022; dan
2. melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling

lambat tanggal 20 Juni 2022.
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